
 

 

 

 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 2 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri 
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur  & Undang-
Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4287); 

S A L I N A N 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119., Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5694); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
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73, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

6041); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang 

Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk 
Penanggulangan Kemiskinan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 

Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo 
pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke 

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank 
Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 

2); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke 

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke 
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank 

Prekreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2016 Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2017 Nomor 7); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2017 Nomor 8); 

48. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Barita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 

2017 Nomor 70); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI  PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal  1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan arus kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan  

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :  

a. Pendapatan  Rp. 2.215.197.920.702,07 

b. Belanja        Rp. 2.237.311.676.081,47  

Defisit        Rp. (22.113.755.379,40 ) 

c. Pembiayaan 

-  Penerimaan    Rp.   70.665.897.984,82 

- Pengeluaran   Rp.     3.300.000.000,00 

Surplus                  Rp. 67.365.897.984,82   

        

Pasal   3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

(1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  Rp.(30.979.686.658,89 ) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan     Rp. 2.246.177.607.360,96   

b.  Realisasi                                Rp. 2.215.197.920.702,07   

Selisih (kurang)  Rp.      (30.979.686.658,89) 
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.75.282.429.264,31) dengan rincian sebagai  berikut : 

a.  Anggaran belanja setelah perubahan       Rp. 2.312.594.105.345,78   

b.  Realisasi                  Rp. 2.237.311.676.081,47   

Selisih  (kurang)   Rp.      (75.282.429.264,31) 

(3)   Selisih anggaran dengan realisasi lebih sejumlah Rp.44.302.742.605,42 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Defisit setelah perubahan Rp.   (66.416.497.984,82)  

b.  Realisasi                 Rp.   (22.113.755.379,40) 

 Selisih lebih Rp.    44.302.742.605,42 

(4)  Selisih anggaran dengan  relisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(250.600.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran penerimaan pembiayaan  

 setelah perubahan  Rp.  70.916.497.984,82  

b. Realisasi                  Rp.  70.665.897.984,82  

Selisih  (kurang)      Rp.     (250.600.000,00) 

(5)  Selisih anggaran dengan  relisasi   pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(1.200.000.000,00)  dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran pengeluaran pembiayaan  

 setelah perubahan  Rp.  4.500.000.000,00  

b. Realisasi                  Rp.  3.300.000.000,00 

  Selisih  (kurang)      Rp.  (1.200.000.000,00) 

(6)  Selisih anggaran dengan  relisasi   pembiayaan neto sejumlah Rp.949.400.000,00  dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran pembiayaan neto 
 setelah perubahan   Rp.  66.416.497.984,82 

b. Realisasi                  Rp.  67.365.897.984,82 

Selisih  lebih Rp.       949.400.000,00  

 

Pasal    4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp.  70.616.497.984,82 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 70.616.497.984,82 

        Pembiayaan Tahun berjalan 

         Sub Total   Rp.                         0,00 

c. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp. 45.252.142.605,42 

 Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp. 45.252.142.605,42 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  c per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a.  Jumlah aset Rp. 2.689.745.987.622,95  

b.  Jumlah kewajiban Rp.       25.645.201.818,54     

c.  Jumlah ekuitas dana Rp. 2.664.100.785.804,41  

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  d per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a. Pendapatan – LO  Rp. 2.253.367.798.831,08 

b. Beban  Rp. 1.996.505.544.134,03 

Surplus – LO Rp.     256.862.254.697,05 

Surplus – LO sebesar Rp. 256.862.254.697,05 terdiri dari : 

a. Surplus Operasi   Rp. 258.297.513.297,05 

b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.         280.779.600,00    

c. Pos Luar Biasa  Rp.     (1.716.038.200,00) 

d. Surplus – LO  Rp.  256.862.254.697,05 

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp.    73.920.626.789,87    

b.  Arus kas dari aktifitas operasi Rp. 443.142.058.239,13     

c.  Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan Rp. (468.275.034.018,53)     

d.  Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp.           49.400.000,00     

e.  Arus kas dari aktifitas Transitoris/non anggaran Rp.      1.990.733.927,00  

f.  Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2017 Rp.    42.597.394.326,66 

g. Saldo kas akhir di BLUD per 31 Desember 2017 Rp.      4.865.029.089,53 

h.   Saldo Kas akhir Dana BOS per 31 Desember 2017 Rp.      1.826.264.611,00 

i. Saldo kas di Bendahara per 31 Desember 2017  Rp.          52.574.760,00 

 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  f per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. 2.208.395.470.224,43   

b. Surplus – LO Rp.    256.862.254.697,05 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp.    198.843.060.882,93   

d. Ekuitas Akhir Rp. 2.664.100.785.804,41     
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

Pasal 10 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

b.   Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Neraca 

d. Lampiran IV : Laporan Operasional; 

e. Lampiran V : Laporan arus kas; 

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan ekuitas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h.  Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah; dan 

u. Lampiran Lainnya: Ikhtisar Laporan Keuangan Desa. 
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Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Bupati Ponorogo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian 

lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 
 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 

 

Ditetapkan di Ponorogo 

Pada tanggal 18 September 2018 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 

Diundangkan di Ponorogo 

Pada tanggal 18 September 2018 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 2. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 255–2/2018. 

 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

CATUR HERTIYAWAN, S.H. 
NIP. 19640707 199303 1 008 
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